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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1  Latar Belakang  

 Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi 

yang mengkhususkan adanya pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi 

yang terdapat pada badan pemerintahan. Akuntabilitas dan pencatatan atas 

transaksi dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan membuat akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan. 

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam sektor pemerintahan dan khususnya bagi 

pemerintahan desa karena masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Putriansyah, 2018). 

 Desa merupakan sekumpulan atau kesatuan dari kelompok masyarakat 

yang memiliki batas wilayah dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai 

dengan asal usul, aturan yang telah disepakati atau dihormati di wilayah tersebut. 

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi 

desa adalah tersedianya dana yang cukup. Wasistiono (2006: 107) menyatakan 

bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam 

mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada 

penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “autonomy“ indentik 

dengan “auto money“, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan 

pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya (Hutami, 2017) 

 Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan 

keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara 

pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk dapat merumuskan 
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hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai 

kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. ADD adalah perolehan bagian 

keuangan desa yang dari kabupaten dan penyalurannya melalui kas desa. ADD 

dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 

pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud pemberian ADD adalah untuk 

membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan (Putra, 2018). 

 Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Permendagri No.20 tahun 2018 

tentang pengelolaan Keuangan Desa merupakan satu kesatuan dengan 

pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keungan ADD dilakukan secara tertib 

dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisian, 

ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas 

keadilan, keputusan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Pemerintahan Desa 

merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa. 

 Pemerintah desa dalam pengelolaan ADD memiliki peran penting  yaitu 

sebagai penanggungjawab atas penggunaan ADD tersebut sehingga dalam 

pengelolaannya diharapkan Pemerintah Desa dapat menggunakannya dengan 

sebaik-baiknya. Kemampuan pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan 

merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintah khususnya dibidang keuangan 

dalam mengelola ADD. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkompeten dan benar-benar mampu dalam mengelola ADD agar dana tersebut 

dapat digunakan dan dipertangungjawabkan sebaik-baiknya (Budiono, 2013). 
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Oleh karena itu pemerintah desa harus semakin terbuka dan responsibilitas 

terhadap proses  pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga 

besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib (Sahriza, 2017). 

 Penelitian terdahulu  menjadi suatu acuan dalam melakukan penelitian 

sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji. 

Penelitian yang di lakukan Purnamasari (2016) yaitu tentang Analisis 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2015, dalam penelitian tersebut peneliti menemukan hasil bahwa 

pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Jabon sudah cukup baik dalam 

tahap-tahapnya dilihat dari matriks perencanaan sudah 100% mengikuti aturan 

yang berlaku, untuk pengunaan juga sudah dibuktikan dengan matriks 

penggunaan sudah 100%, namun untuk tahap pertanggung jawaban masih 

belum sempurna hanya mencapai 75% yang diakibatkan terlambatnya 

penyerahan SPJ. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Putriansyah (2018 

)yaitu dari tahap perencanaan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati 

banyuwangi No. 13 tahun2015 dan dari segi pelaksanaan dan pertanggung 

jawaban sudah baik, namun dari segi pengawasan masih kurang baik (Rohmatul, 

2018) 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari dua penelitian yaitu Purnamasarii 

(2016) dan Putriansyah (2018). Dari keduanya  dilihat dari tentang Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban 

sudah baik, namun dari segi pengawasan belum terlihat baik, oleh karena itu 

kurangnya kesadaran di masing-masing dari pemerintah itu sendiri. Kabupaten 

Yalimo merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Papua, dan letak 

Desa  ini berada di Kecamatan Elelim. Dalam Pemerintahan Kabupaten Yalimo, 

ini menjadi wilaya yang masih kurang berkembang pesat. Hal itu dapat dilihat 
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dari semakin menurunnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang 

menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Papua juga masih kurang 

dan belum memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan. 

 Rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa yang dalam hal ini 

adalah bagaimana pemahaman dan penguasaan aparatur desa terhadap tata 

kelola administrasi pemerintah desa yang masih minim, membuat (ADD) tidak 

tertib dan tata kelola keuangan desa yang kurang transparan dan akuntabel. 

Sehingga masih banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan (ADD). Hal ini 

membuat penulis tertarik ingin melakukan penelitian terkait dengan Alokasi Dana 

Desa, pengelolaan (ADD) meliputi tiga kegiatan utama yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggungjawaba. Maka peneliti ingin melihat bagaimana 

perencanaan, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban, Alokasi Dana Desa di 

Desa Ulo Kecamatan Elelim. 

 Berdasarkan uraian maka judul penelitian saat ini yaitu “Analisis 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ulo Kecamatan Elelim  Kabupaten 

Yalimo”. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak 

pada lokasi penelitian, penelitian Purnamasari (2016) di Kecamatan Jabon 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dan penelitian Rohmatul (2018) pada  desa 

Kemiren kabupaten banyuwangi tahun 2016. 

1.2   Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka, 

penulis menyusuan rumusan  masalah dalam bentuk pertanyaan sebaga berikut : 

1.  Bagaimana Perencanaan, pelaksanaan dan Pertangungjawaban Dana 

Desa Di Desa Ulo Kecamatan  Elelim Kabupaten Yalimo Papua? 

2.  Apakah Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban telah 

sesuai dengan regulasi Pengeloaan Dana Desa? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

         Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari   

penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 

mengenai Alokasi Dana Desa di Desa Ulo Kecamatan Elelim Kabupaten 

Yalimo Papua 

2. Untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 

sudah sesuai dengan regulasi pengelolaaan Dana Desa. 

1.4   Manfaat Penelitan   

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan baik berupa manfaat teoretis praktik maupun akademik 

adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1.   Manfaat Teoretis  

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk  

menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan 

membuat skripsi yang sejenis .  

2.   Manfaat Praktik  

 Penelitian ini diharapan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pemerntah desa, Ulo khususnya yang berhubungan dengan perencanaan 

pelaksanaan dan pengelolaan dana desa  

3.   Manfaat Akademik 

 Penelitian dapat memberikan sumbangan pikiran secara 

konseptual maupun praktik untuk ilmu akuntansi sektor publik khusus nya 

pada pengelolaan dana desa. 


